BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan
pada bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti dapat
menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Karya
Mulya dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan
tokoh adat, pemerintah desa, tokoh agama, dan keluarga pelaku. Hasil
musyawarah kemudian diwujudkan dalam ritual cuci kampung sebagai
bentuk sanksi adat utama. Pelaksanaan ritual meliputi persiapan
perlengkapan adat, penyembelihan hewan, pemberian nasihat moral,
doa bersama, serta makan bersama sebagai simbol rekonsiliasi sosial.
Secara sosiologis, sanksi adat ini berfungsi sebagai kontrol sosial dan
sarana menjaga keseimbangan serta keharmonisan ~masyarakat.
Penerimaan masyarakat dan pelaku terhadap sanksi menunjukkan masih
kuatnya nilai adat dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Karya
Mulya. Namun, di dalam praktiknya terdapat unsur kepercayaan
tertentu, seperti penggunaan simbol darah untuk menolak bala, yang
menunjukkan adanya unsur non-rasional dalam pelaksanaan adat
tersebut. Sementara itu, dalam perspektif hukum negara, sanksi adat

tidak memiliki kekuatan hukum administratif dalam pencatatan
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perkawinan. KUA tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga pasangan yang
memenuhi syarat usia dapat menikah secara normal, sedangkan
pasangan yang belum memenuhi batas usia wajib mengajukan
dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

. Dalam perspektif hukum Islam, praktik sanksi adat cuci kampung di
Desa Karya Mulya mengandung unsur ‘urf shahih dan ‘urf fasid.
Praktik seperti musyawarah, pemberian nasihat, doa bersama, dan
sedekah melalui penyembelihan hewan termasuk ‘urf shahih karena
sejalan dengan nilai syariat Islam dan mengandung kemaslahatan sosial.
Sebaliknya, penggunaan darah sebagai simbol pembersihan dan
keyakinan terhadap kekuatan selain Allah termasuk ‘urf fasid karena
bertentangan dengan prinsip tauhid. Analisis ini diperkuat oleh kaidah
fighiyyah yang menyatakan bahwa adat dapat dijadikan dasar hukum
selama tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan adat yang
bertentangan dengan nash tidak dapat dipertahankan. Dalam perspektif
maqasid al-syari‘ah, praktik cuci kampung memiliki tujuan menjaga
ketertiban sosial, moralitas, dan keharmonisan masyarakat. Namun,
beberapa unsur dalam praktik tersebut berpotensi menimbulkan
pelanggaran terhadap nilai tauhid, martabat manusia, dan rasionalitas,
serta dapat memicu dampak negatif seperti pernikahan dini dan beban

ekonomi akibat denda adat yang berlebihan.



126

B. Saran
Dalam Islam, perbuatan zina merupakan pelanggaran yang berat dan

termasuk dalam kategori dosa besar yang memiliki ketentuan hukum tersendiri
(hudad). Namun demikian, dalam praktik di masyarakat, apabila tidak terdapat
bukti yang cukup secara syar,i seperti empat orang saksi, maka hukuman
hudud tidak dapat diberlakukan. Dalam konteks ini, penerapan sanksi adat
dapat dianggap sebagai bentuk ta,zir yang sah selama tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Dengan
demikian, sanksi adat yang diterapkan di Desa Karya Mulya dapat dianggap
sejalan dengan prinsip hukum Islam, terutama dalam upaya menciptakan
ketertiban sosial, memperbaiki perilaku, dan mencegah kemungkaran. Badan
Musyawarah Adat (BMA) memiliki pesan strategis dalam menjaga,
melestarikan, dan menegakkan nilai-nilai adat di tengah masyarakat. BMA
diharapkan aktif mensosialisasikan norma dan aturan adat kepada masyarakat,
terutama generasi muda, agar adat istiadat tetap lestari dan tidak tergerus
zaman Prosedur ini juga harus melibatkan partisipasi masyarakat dan
pemangku kepentingan lainnya, Penyaluran aspirasi masyarakat secara terbuka
akan memperkuat legitimasi BMA di mata masyarakat. BMA diharapkan dapat
terus menjadi pilar utama dalam menjaga harmoni sosial, pelestarian budaya,
serta penyelesaian masalah secara damai dan bermartabat di tengah

masyarakat.
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